
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 11TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang
luas dan nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah
daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri
sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan
untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat
strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah
dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak
Reklame merupakan jenis pajak kabupaten/kota;

d. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak
Reklame di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara serta
sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak
Reklame dalam Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NO. 11TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK REKLAME

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2011 NOMOR. 12

V

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);
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11. peraturan Pemerintan Nomot 58 Tafiun 2005 tentang

Pengdolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republtk
Indonesia Tafiun 2005 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

3, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyetenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotsme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Lindane Nomcr 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembagten Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Remerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2UD7 Nomor
82/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr
4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Perrberian dan Pemanfaatan Insenbf Pemungutan
Pajak Daerah dan Rctrlbusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peratursn Pemerintah Nomor 91 Tahtjn 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Peneopan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendri 01eh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179};

Daerah Ksbupaten/Kota

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republtk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

6, Undang-Undang Nomor 32 lahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
ftepubhk Indonesia Momor 4437) sebagaimana telah diubah
beterapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran
Negara RepUbiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PCRWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA4844);
dan

BLIPATI LABUHAMBATU UTARA7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Pravinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4869);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20C9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5949);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

pasal l

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dlmaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan

Pemerintahan okfi Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-ftzasnya dalam sistem tfen prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dlmaksud dalam Undartg-
Undanq Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bipati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Supati Labuhanbatu Uta^a.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Felaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1933 Nomor
76, Tamhahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

\
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPKD, adalah tenbaga perwakilan rakyat daerah sebsgai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6, Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelotean Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utatc,

17. Wajib Pajak adalah orang pribadi aLau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotonq pajak dan pemungut pajak yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai denqen
ketentuan peraturan perundang-undanqan perpajakan daerah.

19. Mass Pajak adalah jangka waktu 1 {satu) bulan kafender atau
jangka waktu lain yang diatur dengen Peraturan Kepala
Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
dasar bag! Wajib Pajak untuk menghftxjng, menyetor den
melaporkan pajak yang terutang.

IE),Tahun pajak adalah jangka waktu yerg lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhantatu Utara.

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adaiah
kontrihusi wajib kepada Daerah yang terutang cleh orang
pflbadi atau Badan yang bersfat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, cengan tidak nrendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk kepertuan Daerah bagi
sebesar besar kemakmuran rakyat.

10.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan retiame.

11.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang
menunit bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang
untuk tujuan kotnersial, memperkenalkan, menganjurkan,
mempremosikan atau untuk menarik perhatan umum
terhadap barang jasa, orang atau badan yang dapat dilihat,
dibaca didengar dirasakan, dan/atau dinikmati o eh umum.

12.Panggung/LDkasi keklame adalah suatu sarana atau tempat
pemasangan satu atari heherapa twain reclame.

20.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pods
suatu seat, dalam masa pajak, daiam tahun pajak atau dalam
bagian tahun pajak sesuai dengan ketsntuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

21, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penenbuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang
sampal kegiatan penagihar pajak atau retriausi kepada wajib
pajak atau wajib retribusi serta pangawasan penyetorannya

22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjnmya disingkat SSPL),
adalah buktf pembayaran atau aenyetoran pajak yang telah
dilakuken dencan menggunafcan formulir atau telah dilakukan
cengan cara lain ke kas daerah melaful tempat pembayaran
yang telah ditunjuk oleh Bupati.13-Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau bacan hukum

yang menyelenggarakan heklame balk untuk dan atas
namanya sendiri atau untuk dan atas nama plhak lain yang
menjadi tanggungannya. 23,Surat Ketelapau Pajak DaeraU yang selanjutr.ya di singkat

SKPD adalah sural keLulapdri pajak yang menenhikan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.14.Ntlai s âtegrs lokasi reklame adalah ukuran nilai yang

ditetapkan pada titjk lokasi pemasangan reklame tersebul
berdasarkan kriteria kepadsIan pemanfaatan tata ruang kote
untuk berbagal aspek kegiatan di bidang usaha ditetapkar
oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

15- Subjek Pajak adaiah orang prlbadi atau Badan yang dapat
dikenakan pajak.

24.Surat ICetetapan Pajak Daerah Leblh Bayar, yang seianjutnya
disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukai
jumlah kelebfhan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

25.Surat Tagihar Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah Surat untuk melakukan tsgihan pajak dan/atau sanksi
admlnistratif trenupa bunga dan/abao denda.

26.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekefiruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
perabjran penjndang-jndangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Strat Pamberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurarg Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

16.Badan adaiah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesahuan, bafk yang melakukan usaha nnaupur
yang tidak melakukan usê iayang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komandlter, perseroan laimya, Badan Usaha Milik
Negara (6UMN) eteu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firms kongsi,
koperasi, dana penslun, persekutuan, perlcumpulan. yayasan,
organisasi masss, organisasi sosial palitik atau organisas:
lalnnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investaa koiektif dan bentuk usaha tetap.

1
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Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan
Keberatan.

* d. reklame selebaran.
e. reklame berjalan, termasuk pada kenderaan.
f. reklame apung.

27.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan tehadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

g. reklame suara.
h. reklame f\\n\ jslide,dan

i. reklame peragaan.
(3} Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :

a. penyelenggaraan Reklame meialui internet, televisi,
radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan
dan sejenisnya.

b. iabel/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan
dari produk sejenis iainnya.

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang
melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang
mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

28.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

29,Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan,dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melalcsanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerlntah atau
Pemerintah Daerah.

30.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah
perpajakan yang tegadi serta menemukan tersangkanya.

;

Pasal 4

E (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan
yang menyefenggarakan Reklame.

BABfl
KAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap
penyelenggaraan Reklame, (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara

langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak
Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan Pihak Ketiga, pihak
ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame,

Pasal 3

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan
Reklame.

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. reklame vapan/biftboard/videotron/megatron dan
sejenisnya.

BABIII
DASAR PENGENAAN,TARIF DAN CARA

PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa
RekJame.

b. reklame kain.
c, reklame melekat,stiker.

H
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(2) Dalam hat Reklame dlselenggarakan oieh Pihak Ketjga,

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan berdasarkan nflai kontrak Reklame. Pasal 7

Besaran Pokok Pajak yang terhutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Dalam hal Reklame dlselenggarakan sendiri, Nilai sewa
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang
digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu
penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame*

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinyatakan tidak diketahui dan/atau
dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan
dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

I
/ ' BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V
MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN

PAJAK DAERAH
Pasal 9

Pasal 6

(1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh
lima persen). Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan

kalender.
(2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (1) sebagai berikut : BAB VI
PENETAPAN PAJAK

Pasal 10
Nilai Sewa

- sir rTT ' '$ l
Ukuran WaktuNo Jenis Rekfame

(1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan
SKPD.

Reklame
Papan/Biilboaiti/
Megatron/Neon

200.000.
500,000,
600.000.

1, 1m persegf
atau kurang

1 - 3 bulan
3 - 6 bulan
6 - 12 bulan

(2) Ketentuan iebih lanjut mengenai bentuk, Isi, kualitas dan
ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.Book

< 1- 2 mlnggu
2 - 4 mlnggu
1 - 2 bulan

BAB vn
PEMUNGUTAN PAJAK

2. Reklame kain
dalam segala
bentuk

1 m perssgl
atau kurang

40.000.
70.000.

100.000.
Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan
Pasal 11

20cm x 20cm
500 Ibr
SOO Ibr

501- 1.500 Ibr
501- 1.500 Ibr

3. Reklame
metekat (sbker)
selebaran

1- 6 bulan
7 - 12 bulan
1- 6 bulan
7 - 12 bulan

400.000.
500.000.
5XES-700.000.

i
l

(1) Pemungutan Pajak dHarang diborongkan.
(2) Wajib Pajak Rekfame yang memenuhi kewajiban

petpajakan berdasarkan penetapan Bupati yang dibayar
dengan mengunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) bernpa kards dan nota
perhitungan.

160.000.
430.000.
500*000.

4. Reklame
Berjalan
termasuk pada
kenderaan
dalam segafa

lm persegl
atau kurang

1- 3 bulan
3 - 6 bulan
6 - 12 bulan

\
fUrrtuk segala

ukuran
Reklame Suara 1 - 60 menIt

61 - 240 menft
240-360 menft

32.000.
64.000.

100.000.
5.

1 - 60 hart
61 - 240 hart
241 - 360 Oari

32.000.
130.000.
220.000.

6. Reklame
Fikn/siide
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Pass! 12 Pasal 15

Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 11 ayat
(3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 13

(1) Pajak yang terutang bendasarkan SKPD, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh
Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat
Paksa.

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dtlaksanakan
berdasarican Peraturan Perundang-undangan.(1) Bupab dapat menerbitkan STPD jika :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

b. wajib pajak dikenakan sanksi administrate berupa
bunga dan/atau denda

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah
dengan sanksi administrate berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima
belas) bulan sejak terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui
STPD.

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a. SKPD.
b. SKPDLB.
c SKPDN; dan

d. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang bedaku.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai dengan aiasan-alasan yang
jelas,

(4) Ketentuan lebih Ianjut mengenal bentuk, isi, dan tata cara
penyampaian STPD, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 14 (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan
atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan yang bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuht karena keadaan
diluar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui
Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan
sehfngga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh
Bupati atau pejabat yang ditujuk atau tanda pengiriman
surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda
bukti penerimaan surat keberatan.

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran Pajak yang terutang paling lama 30 (tiga
puluh) had kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah Pajak yang hams dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan hams
dilunasi dalam Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan.

. (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat member!kan
persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,
penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan
penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan
Bupati.
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(5) Dalam haf permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, wajib Pajak dikenai sanksi adminisrtratif berupa
denda sebesar 100% (sefatus persen) dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan
pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.
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Pasal 17

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat keberatan dtterima, harus
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya pajak yang terutang. BAB IX

PEMBETULAN,PEMBATALAN,PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah melampaui waktu dan Bupati tidak memberi
suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

{1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,
Bupati dapat membetulkan SKPD, STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tuiis dan/atau kesatahan hitung dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 18

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan
mengenal keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan
alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan dtterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut.

(2) Bupati dapat :

a* mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak
yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hat sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesafahannya.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan
kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.

c. mengurangkan atau membatalkan STPD.

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak
yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai
dengan tata cara yang ditentukan.

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak
atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan
atau pembetaIan ketetetapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambab
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana drmkasud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian,Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dlbayar sebelum mengajukan keberatan.

(4} Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima
puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima)
tahun terbitung sejak temtangnya pajak, kecuali apabila
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BAB XII

KETENTUAN PENUTUP *

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan
Daerah ini diaturdengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang menaetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan : di Aek Kanopan.
pada tanggal : 26 Juli 2011.
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,
KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan.
pada tanggal 29 Juli 2011.
SEKRETARI5 DAERAH KABUPATEN

dtOf
A M R A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARATAHUN 2011
NOMOR 12

Salinan sesuaf aslinya,
KERALA BAGIAN HUKUM

ANBATU UTARA¥
PUTRff ZUiADf AP
PENATA TK.I
NIP.19770208 1995111001

SETDAKA


